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ABSTRAK 

Penelitian terhadap "Kebijakan Kriminalisasi Peratura~ Daerah Guna 
Mewujudka~ Sinkrollisasi Htlkuin Pidana Lokal Dengan Hukum Pidana 
Kodifikasi", didasarkan pada alasan munculnya persoalan disekitar Peraturan 
Daerah bermasalah yang disebabkan adanya semangat berlebihan dari 
Pemmintahan Daerah dalam mlglca mengatur dan meningkatkan pendapatan 
daerah. Agar Peraturan Daerah itu ditaati, masing-masing daerah meruinuskan 
kebijakan kriminalisasi dalam Peraturm Daerah, yang rumusannya berbeda-beda 
(uitara satu daerah dengan daerah lainya. Sebagian Peraturan Daerah dipandang 
menentukan kebijakan krirninalisasi bertmtangan dengan aturan yang lebih 
tinggi, ha1 ini terjadi karena ketiadaan aturan operasional yang mengaturnya, 
sehingba setiap daerah menafsirkan sendiri kewenangan apa saja yang ada pada 
pelnbentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi 
perumusan masalah dalam penelitian: (1) Adalah konsep dasar kebijakan 
kriniinalisasi dalam Peraturan D m a h  di Jawa Tengah? (2) Apakah aspek 
kebijakan kriminalisasi dalam Peraturan Daerah di Jawa Tengah telah sinlcron 
dengan hukum pidana kodifikasi? (3) Strategi apa yang perlu dikembangkan 
untuk mewujudkan Sinkronisasi hukuin pidma lokal dengan hukum pidana 
kodi fikasi? 

Laidasan teori penelitian ini menggunakan pendekatan integratif yang 
mengintegrasikan beberapa teori sebagai satu kesatuan yaitu teori otonomi daerah, 
teori kebijakan kriminal, teori per undang-undangan dan asas legalitas. 
Selanjutnya kerangka konsep pembetukan Peraturan Daerah pidana dilandasi oleh 
teori otonorni daerah dan teori kebijakan kriminal sebagai bagian dari 
perkembangan dina~nika hukum. 

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-nonnatif dikaji dengan metode 
dogmatika hukum. Fokus penelitian dikernbangkan upaya sinkronisasi hukum 
pidana lokal dan hukum pidana kodifikasi terhadap kebijakan kriminal dalam 
pembentukkan Peraturan Daerah Pidana oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

Hasil penelitian menun-jukkan bahwa pengundangan dan alasan pembuatan 
Peraturan Daerd~, menitik beratkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, 
daripada untuk penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Perurnusan 
Peraturan Daerah belum ada keseragman dalam inerumuskan sanksi pidana 
dalam Peraturan Daerah. Sinkronisasi antara hukum pidana lokal deilgan hukurn 
pidana kodifikasi dalam Peraturan Dearah yang memuat sanksi pidana dalarn 
Peraturan Daerah belum tenvujud, karena adanya perbedaan dalam perumusan 
sanksi hukurn pidana lokal dengan huk.wn pidana kodifikasi, ha1 itu bertentangan 
deilgan prinsip "lex superiore derogat legi infiriore ", dan prinsip hukum tesebut 
beluin menjadi pertimbangan Menteri Dalam Negeflemerintah dalam 
lnembatalkan suatu Peraturan Daerah yang bennasalah. Perkembangan ilmu 
hukurn dan pesluasan teori otonomi daerah seharusr~ya tiiinungkinkan Sinkronisasi 
dengan inenggunakan Hukum Pidana, karena mash banyak Peraturan Daerah jika 
dikaji dari ukurar.1 Sinkroilisasi dalarn merumuskan sanksi pidana bertenltanga~ 
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dengan undang-undang di atasnya tetap diberlakukan tidak dibatalkan ole11 
Menteri Dalam Negari. Pengujian Sinkronisasi Peraturan Daerah kurang tepat jlka 
diuji oleh lembaga eksekutif, karena sudah ada lembaga lain, dalam ha1 ini 
Mahkamah Agung yang lebih berwenang untuk mengadakan pengujian, sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang No: 18 tal~un 2001 tentang Otonomi Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam. 

Strate@ yang perlu dike~nbangkan terdiri dari beberapa aspek, antara lain 
Peraturan Daerah Pidana atau bermuatan Pidana, di sarnping Sinkronisasi dengan 
hukum yang berada di atasnya dengan menggunakan prinsip "lex superiore 
derogat legi inferiore ", juga hams diperhatikan pei~gembangan dan kesetaraan 
dengan menggunakan prinsip "lex specialis u'erogut legi generalis ". Kebijakan 
Pemerintahan Daerah dalarn merumuskan Peraturan Daerah Pidana perlu 
dipertimbangkan untuk mengefektifkan pelaksanaan sanksi denda di inasa akan 
datang yang berguna untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana dan dapat 
menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Supaya tidak ada kerancuan dalam 
proses penyelidikan dan penyidikan hanya di tangani oleh Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah itu, diperlukan acara 
pemeriksaan singkat khusus perkara pelanggaran Peraturan Daeiah sehingga 
terciptalah sistem peradilan pidana yang tidak saling bertentangan dalarn rangka 
harmonisasi hukum. 



ABSTRACT 

The research of "Criminalization policy toward Regional Regulation in order to 
emerge the synchronization between local criminal law and codification criminal 
law" is based on the reason that there are some problems about the regulation 
which arise because the local government is very keen in regulating and 
increasing the regional income, In order to make the regulation becomes 
effective; each region applies criminalization policy, which formulas vary among 
the regions. Some regional regulations are considered to apply different 
criminalization policies which are not inline with the higher regulations. This 
happen because there is no standard operational procedure, therefore each region 
interprets its own authority in co~nposing the regional regulation. Based on that 
background, the problems formulized in this research are: (1) Is there any basic 
concept of the criminalization policy in the Regional Regulation in Central Java? 
(2) Are the aspects of the criminalization policy in the Regional Regulation in 
Central Java synchronized with the codification law aspects? (3) What strategy 
needs to be developed to synchronize the local criminal Iaw and the codification 
criminal law? 

The theoretical background of this research uses integrative approach which 
integrates several theories such as regional autonomy theory, criminal policy 
theory, legal theory and legality aspect. The framework of the concept is based on 
the regional autonomy theory and criminal policy theory as a part of dynamic law 
movement. 

The research approach is conducted in juridical-normative analysis using 
qualitative descriptive method. The research focus is the synchronization between 
local criminal law and codification criminal law in the development of 
criminalization policy in cornposing criminal regulation law 5y the 
Province/Regency/City governments. 

The research result shows that the enactment and the reason of composing 
regional rebwlation emphasize in increasing the regional income rather than law 
enforcement and commuility discipline. There is no concsrdmw in formulating 
cri~ninal sanction in Regional regulation. The synchronization between local 
criminal law and codification criininal law in Regional Regulation which 
accoin~nodates the criminal sanction in Regional Regulation is not yet 
materialized, since there are differences in formulating the local criminal law 
sanction and codification criminal law. These differences are contradictory to the 
"lex superiore derogat legi inferiore" principle, and this law principle has not yet 
becomes a consideration for the MinistryIGovernment in annulling an inaccurate 
regional re~wlation. The development of jurisprudence and the regional autonomy 
theo~y should be able to be synchronized using criminal law, since in fact there 
are plenty regional regulations which according to synchronization measurement 
are not inline with the higher rebrulations but yet are not annulled by the Minister 
of National Affairs. The synchronization measurement is quite irrelevant if 



conducted by executive institution as based on Regulation No. 18 year 200 1 about 
autonomy of Nangroe Aceh Darussalarn Province, there is another proper 
institution, the Supreme Court which has more authority to conduct the 
measurement. 

The strategy which needs to be developed consists of several aspects, such as the 
criminal regional regulation or regulation which accommodates criminal entity as 
well as synchronization with higher regulation based on the "lex superiore derogat 
legi inferiore" principle. The development and commensuration also must be 
noticed based on the "lex specialis derogate legi generalis" principle. The local 
government policy in formulating the criminal regional regulation needs to be 
considered in order to make the sanction effective and can increase the regional 
income. In order that there will be no bias in the investigating efforts which in 
these cases are only handled by the civil servant officers in that regional 
govenlment, a specific case investigation needs to be conducted in order to create 
a consistent criminal justice system. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otonomi ~ a e r a h '  adalah Daerah yang ine~niliki Iegul self suflciency yang 

bersifat selfgovernment yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat, karena itu 

otonomi lebih menitikberatkan aspirasi masyarakat setempat daripada kondisi.' 

Menurut Rondinell, dikutip oleh Oentarto Sindur~g Mawardi, praktik 

desentralisasi memiliki varian yakni: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan 

privatisasi. Rondinell mengu'las bagaimana kekuasaan (kewenangan) yang ada pada 

pe~iierintah dikelola dala~n rangka ine~nberikan pelayanan fiervlcesj kepada 

masyarakat. Dalam konteks ini, perlamu, apabila kewenangan ~lntuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat itu oleh Pemerintah diserahkan kepada pejabat, maka 

konsep itu dimaknai sebagai dekonsentrasi, keduu, sebaliknya, apabila kewenangan 

itu diserahkan kepada daerah otonom, inaka konsep itu diinaknai sebagai devolusi 

yang konsekuensinya akan ada otonomi daerah, ketrgu, untuk hal-ha1 tertentu, 

kewerlangan itu diberikan kepada badan atau leinbaga tertentu untuk mengelolanya, 

' Otonomi atau arilor~oniy berasal dari baliasa Yunani, airlo yang berarti sendiri dan rlomos yang 
berarti Il~~kutii atau peraturan . Jadi ada dua ciri hakekat dari otonomi, yakni self snfficier~cy dan acnr~zl 
irrde~~cttdct~ce. Otonomi Daerah adalah Daerah yang memiliki legal self .si!ficiency yang bersifat self 
go:~crrtrnrr~l yang diatur dan diurus oleh Pemerintah setempat. Dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal I ayat (S), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusarl pemerintahan dan 
kcpentingan niasyarakat setempat sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan. 

'S yau kani H R . Metml~p Harapc~t~ Mass / ) L ' / ) ~ I I  Olotrorr~i l)ae~.ah, Kutai : Lem baga 
Pengembangan Pemberdayaan Kutai, t.t., hal. 147. 



konscp ini dimaknai sebagai delcgasi. Varian yang kecrnpol, adalah apabila 

kewenangan itu diserahkan kepada swasta untuk mengelolanya, maka konsepnya 

dilnaknai sebagai privatisasi.3 

Di pihak lain terdapat pengertian desentralisasi politik yaitu: "pelimpahan 

kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan 

rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-dabah, yang dipilih oleh 

rakyat dalam daerah-daerah tertent~".~ Pengertian desentralisasi politik tersebut di 

atas tidak lain adalah desentralisasi teritorial, karena faktor "daerah" menjadi salah 

satu ~ n s u r n ~ a . ~  

Adapun pelimpahan desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dalam beberapa bentu.k."Pertunzu, desentralisasi teritorial, yaitu 

desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan 

umum (c~perzhuur liclzuunz) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni 

persekutuan untuk ~nembina keseluruhan kepentingan yang saling berkait dari 

golongan-golongan penduduk biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang 

mereka tinggali bersama. Keduu, Desentralisasi fungsional adalah ide untuk 

memisahka~~ negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraanqya kepada 

suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu. Kefiga, Desentralisasi 

1 Oentarto Sindung Mawardi, "Permasalahan lmplementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 
I999", ./rr,nol H~lklmt Hi.~/?i.s, Volume 23-Nomor I -Tahun 2004, Jakarta, hal. 2 1 ,  

" ~ n i r a h  Muslimah, Aspck-~rspek lfrikrirri Ofotronii l>crer~rh, Alumni, Bandung, 1978, ha1 15. 
[lasir Manan, Hnhrit?:ot? At?fc:rn IJri.suf dmr l)~:ern/7 M ~ I I I I I . I I I  ( /O l )  1945, Pustaka Sinar 

Harapan. Jakarta, 1994. ha1 54. 
"l~.wan Socjilo, lftihritt,~trtt I'rttto~ittfl-th I'ti.vtr1 clt-rtt l)tret.trlt, Rilieka Cipla, Jakarla, 1990, Ilal. 30- 
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administratif, yaitu peliinpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya 

sendiri. 

Inti dari konsep pelaksanaan otonoini daerah adalah upaya inemaksiinalkan 

hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-ha1 yang 

inenghainbat pelaksanaan otono~ni daerah. Dengan deinikian tuntutan masyarakat 

dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan 

kelangsungan pelayanan u~nuln tidak diabaikan, ineinelihara kesinainbungan fiskal 

na~ional,~ serta pelaksanaan kedaulatan sakyat.% 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada 

Pasa.1 1 ayat (7) mendefinisikan "desentralisasi sebagai penyerahan wewenang 

pe~nerintahan oleh Peinerintah kepada daerah otonoln untuk lnengatur dan Inengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatilan Republik Indonesia". 

Tidak ada definisi tunggal dan universal mengenai arti kata desentralisasi 

menurut akar kata bahasa latinnya, desentralisasi berarti 'jauh dari p~~sat ' .g 

Konsekuensi logis dari pelaksanaan asas desentralisasi adalah adanya distribusi 

kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom. Pembagian 

kewenangan antara Peinerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah secara universal 

dikenal dua pola besar yaitu pola otonomi luas ((Tenera1 (yo~npetence) dan otonomi 

7 HAW. Widjaja, Ofonomi lInc.rtrli Ja~r llaernli Ofo~?tom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2002, hal. 3. 

' Dahlan Thaib, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945 dan 
Implementasinya dalam Praktek Ketatanegaraan: Studi Tentang MPR sebagai Pelaku Kedaulatan 
Rakyat Sepenuhnya", Diserfnsi, Program Pacasarjana, UNPAD, Bandung 2000, ha1 13 1. 

9 Jha, S. N, dan Mathur, P.C., Decc~~!rali,-n/iot~ at7d Local I'o1jfic.t Sage Publications, New Delhi, 
1999, hat. 55. 



terbatas (I1ln.a Vzresj. Dalam pola otorlolni luas d~rulnuskan bahwa urusan-urusan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersifat limitatif dan sisanya (urusan residu) 

~nen.jadi hcwenangan Pemerintah Daerah, sedangkan dala~n pola otonolni terbatas 

adalah urusan-urusan daerah ditentukan secara limitatir dan sisanya menjadi 

I 0  Lvc\vcnarig pusat. 

Eksistensi Pemerintah Daerah dengan otonoinirlya merupakan konsekuensi 

logis dari diterapkannya kebijakan desentralisasi (devolusi). Tentu kebijakan ini 

dipllih dan diterapkan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah 

Daerah pada dimensi politik, sebagai instrumen pendidikan politik dalam rangka 

inengembangkan demo kratisasi. Pemberian otonomi dan pernbentukan institusi 

Pemerintah Daerah akan nlencegah terjadinya sentralisasi dan mencegah 

kecenderungan sen/r!juglrl dalam bentuk pemisahan diri. 

Pelnbagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

pada pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berdasarkan Undang-IJndang Noinor 22 

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang- 

Undang No~nor 32 Tahun 2004 Tentang Pelnerintahan Daerah menganut pola 

General Competences atau otonomi luas, dengan kekecualian sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 10 ayat (3). "Urusan pernerintah' ' menjadi urusan pemcrintah meliputi: 

10 Oentarto Sindung Mawardi, Op., ('if., hal. 22. 
I I Dalam menyelenggarakan ulusan pemerintah sebagaimana di~l~aksud pada Pasal I0 ayat (3) 

Undang-llndang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah rnenyelenggarakan sendiri atau dapat 
melimpahkan sebagain urusan pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di 



kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, kea~nanan, yustisi, moneter dan 

fiskal nasional, agama". 

Di dalaln Undang-Undang Nolnor 32 Tahun 2004 Tentang Pelnerintahan 

Daerah, khususnya pada Pasal 1 butir 5 ditegaskan bahwa otonomi daerahI2 adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Agar supaya daerah otonom dapat mengurus rumah tangga sendjri dengan 

sebaik-baiknya, perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup.I3 Undang- 

Urldang yang mengatur otonomi daerah itu telah memberikan ruang gerak yang lebih 

luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahI4 dan surnber- 

sumber keuangan guna membiayai pembangunan di daerah. 

daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah danfatal~ pemerintah desa. Lihat Pasal 10 
ayat (4) Uridarig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

12 I'rinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah 
tiiberikan ke~venangan lnenyilrus dan mengatur selnua urusan pemerintahan diluar yang menjadi 
urusan Pemel-intah yang ditetaplcan dalam Undang-undang Daerah memiliki kewenangan membuat 
kebijakan daerah untuk mernberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pernberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat Sejalan dengan perinsip tersebut 
dilaksanakan pula prinsip otonoini yang nyata dan bertanggung jawab Prinsip otonomi nyata adalah 
suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Dengan demikian isi dan jenis otonon~i  bagi 
sctiap daerah tidak seIalu sama dengan daerah lainnya. A.dapun yang dimaksud dengan otonomi yang 
bertanggqngjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya hams bener-bener sejalan dengan 
tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah 
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 
Lihat Penjelasan atas Undang-undang Nomor 32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dasar 
pemikiran huruf (b) 

I3 Soehino, t'erkt.mhnt~gc~t~ Perneritllnlmrl Ll'i Daerd7, Cet Ke-VI, Liberty, Yogyakarta, 2002, 
hal. 150 

14 Pemerintahan daerah adalah perlyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 



Ilndang-Undang Noinor 22 Tahun 1999 Tentang Peinerintahan Daerah yang 

diperbaharui dengan Undang-Undang Non~or 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, wewenang DPRD membentuk Peraturan Daerah" dilakukan bersama 

gubertlur, bupati, dan walikota (join/ ou/hori/yl1? Menurut Pasal 136 ayat ( 1 )  

Undang-Undang Noinor 32 Tahun 2004 dalain peinbentukan Peraturan Daerah 

dengan menyebutkan: "Kepafu l)aerah menelupkun I'eraturun Daerah selefuh 

Setelah dikelu.arkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang 

Peinerintahan Daerah yang inenjadi dasar pertama otonomi daerah, melalui Sidang 

Tahunan MPR RI 7-1 8 Agustus 2000 telah dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor 

IV/Ml'R/2000 tentang Rekoinendasi Kebijaltan dalain Penyelesaian Otonoini Daerah, 

yang ditujukan kepada Pemerintah dan DPR agar ditindaklanjuti. Isi rekomendasi 

tersebut adalah sebagai berikut. l 7  

1 .  Daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi secara 
penuh dapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan 
yang diinilikinya. 

2. Apabila keseluruhan peraturan belum diterbitkan sampai dengan akhir 
Deseinber 2000, daerah yang mempunyai kesanggupan penuh untuk 

dalani sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang- 
Undan 7 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

+5 I'eraturan Daer-ah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturari perundarig- 
undangan yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. 
kesesuaiari antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f, kejelasan rumusan; g. keterbukaan. Lihat Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerinlahan Daerah. 

I6 Rerbeda dengan pengertian conclrrretil powers, yaitu masing-masing dapat bertindak sendiri 
niengatur obyek yang sama. 

17 Ketetapan-ketetapan MPR RI Tahunan MPR Rl 7-18 Agustus 2000, Penerbit CV. Eko Jaya, 
Jakarta, 2000, ha]. 53. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































